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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa BMKT merupakan benda cagar budaya di bawah air 

atau menurut hukum internasional adalah warisan budaya bawah air. Di 

Indonesia sendiri BMKT ini berasal dari kapal tenggelam yang jatuh di 

perairan Indonesia pada masa niaga sekitaran tahun 1450-1680. BMKT 

yang diangkat dari perairan Indonesia biasanya sudah berusia atau berada di 

dalam air lebih dari 50-100 tahun. Karena umurnya yang sudah sangat tua, 

menjadikan BMKT merupakan suatu yang memiliki nilai sejarah yang 

sangat tinggi karena tidak dapat diperbaharui. Biasanya BMKT juga 

dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan dan penelitian agar 

kelestariannya tetap terjaga. Dari BMKT juga dapat dibuktikan mengenai 

kehidupan zaman dahulu mulai dari guci yang terbuat dari tanah liat sampai 

guci yang sudah memiliki warna dan ukiran. Ini menjelaskan bahwa 

perkembangan manusia sejak zaman dahulu sudah sangat berkembang. 

Selain itu pula, dibuktikan dengan adanya BMKT maka sejak zaman dahulu 

pula sudah ada kehidupan saling membutuhkan satu sama lain antar bangsa. 

Buktinya adalah kapal-kapal yang tenggelam di perairan Indonesia berasal 

dari kapal asing yang diantaranya adalah kapal Timur Asing dan Eropa. 

Maka dari itu BMKT menjadi sangat penting dan harus tetap terlindungi 

agar dapat dijadikan warisan budaya bagi umat manusia.  

Karena sudah banyaknya BMKT dan perlindungannya belum pasti 

maka muncullah satu konvensi internasional yang bertujuan untuk 

melindungi warisan budaya bawah air yaitu Convention on the Protection 

of Underwater Cultural Heritage 2001 yang dikeluarkan oleh UNESCO. 

Hanya saja sampai sekarang Indonesia yang memiliki banyak benda budaya 

di bawah air belum menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini. 

Indonesia perlu segera menjadi pihak dalam konvensi ini dan mengadopsi 
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ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya  

agar benda budaya bawah air di Indonesia tetap terjaga secara hukum agar 

statusnya tetap dilindungi dan tidak dijadikan barang yang dapat 

diperjualbelikan.  

Mengenai penanganan benda budaya di bawah air di Indonesia 

sendiri masih sangat kurang, karena sampai sekarangpun tidak ada aturan 

khusus yang berfungsi untuk menjelaskan dan melindungi benda budaya di 

bawah air. Hanya ada satu undang-undang yang mendekati yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

 

5.2 Saran 

Selaras dengan apa yang dijabarkan dalam kesimpulan, dipertegas 

lagi bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia sudah memperhatikan betapa 

pentingnya perlindungan cagar budaya bawah air sebelum akhirnya 

terlambat dan cagar budaya bawah air di Indonesia sudah habis karena 

diperjualbelikan. Menurut Peneliti, Pemerintah Indonesia seharusnya segera 

menjadi pihak dalam UNESCO Convention 2001 karena untuk menjamin 

perlindungan dari cagar budaya bawah air itu sendiri. Hal ini menjadi 

penting, mengingat sampai sekarang Indonesia belum memiliki aturan 

khusus mengenai cagar budaya bawah air. Jika Indonesia sudah menjadi 

pihak dalam UNESCO Convention 2001 maka Indonesia memiliki 

instrumen hukum tetap dan berstandar internasional dalam tujuan untuk 

perlindungan cagar budaya bawah air. Mengingat dengan adanya UNESCO 

Convention 2001 bukan berarti konvensi ini hanya untuk melindungi 

BMKT, tetapi Pemerintah Indonesia juga harus memiliki tindakan yang 

tepat agar tetap sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konvensi 

ini dan status hukum dari cagar budaya bawah air akan tetap aman dan 

terlindungi. 

Selain itu, menurut Peneliti pemerintah belum melakukan upaya 

keras dalam penyuluhan dan kesadaran dari masyarakat bahwa BMKT 

adalah suatu hal yang harus dilindungi dan bukan untuk diambil dan 



96 
 

diperjualbelikan. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang menurut 

Peneliti adalah Pemerintah Indonesia harus melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai pentingnya melestarikan BMKT. jika dilihat dari segi 

keuangan ekonomis, memang dengan melestarikan pasti membutuhkan 

biaya yang lebih besar daripada menjual BMKT. Tetapi jika memikirkan 

untuk jangka panjang dan untuk kelestarian sejarah perairan Indonesia pasti 

menjadi hal yang tidak dapat digantikan dengan uang. 

Berkaitan dengan warisan budaya dan cagar budaya, di Indonesia 

terdapat banyak sekali barang yang dapat disebut sebagai warisan budaya 

dan cagar budaya. Dapat dilihat dari banyaknya museum di Indonesia. jika 

dikatakan bahwa BMKT dijual karena jumlahnya yang terlalu banyak 

akhirnya ada pelelangan dan di jual, seharusnya menurut Peneliti BMKT 

tersebut dapat dibagikan ke seluruh museum di Indonesia dan nantinya oleh 

museum-museum tersebut akan dirawat. Menurut Peneliti ini juga termasuk 

ke dalam bentuk perlindungan BMKT karena BMKT tetap dimanfaatkan 

untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan dan dapat dilihat oleh masyarakat 

umum dan nantinya BMKT juga dapat dipergunakan untuk penelitian. 

Menurut Peneliti, penelitian mengenai BMKT juga ada pentingnya karena 

dari penelitian tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita dapat 

mengetahui mengenai sejarah di Indonesia.  
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